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Nomor AT /S/XVITLSMG/05/202 | Kepada Yth,
Lampiran  :© Satu Berkas Bupati Pekalongan
Perihal . Hasil Pemeriksaan atas Laporan Di

Kenangan Pemerintah Kabupaten [ajen

Pekalongan Tahun Anggaran 2020

Badan Pemeriksa Kevangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2006 lentang Badan
Pemeriksa Keuanpan dan Undanp-Tindang Noamar 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan
pemeriksaan atas Laporan Keuvangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Talun Anggaran 2020, yang
terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Tehili Laporan
Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Fkuitas dan Catatan afas Laporan Keuangan .
Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan TA 2020
yang perlu mendapat perhatian adatah sebagai berikut:
L. Opini atas Laporan Kenangan
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan  Tahun
Anggaran 2020,
2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan
RPK menemukan adanya kelemahan sistemn pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhacap
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan. antara lain:
A Kelehihan pembayaran pada Dinas PUPR sehesar Rpl84.76 juta dan Linas Perindagkop
sehesar Rpd3,97 juta karena PA, PPK, dan PPTIK kurang cermat dalam melakukan pengunian

hasil pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

b. [Pengelolaan persediaan pada Lnam OPD di Kabupaten Pekalonpan belum memadai sehingga
berpotensi penyalahgunaan helanja persediaan karena ridak tertibnya pencatalan mutasi masuk
kalnar persediaan; dan

¢ Aser Terap di KIB belum dilengkapi informasi yang, lenghap schingga menimbulkan risiko
informasi nilai aset tetap vang kurang akurat dan risike kehilangan atas asel yang belum
tercatat/belum lengkap identitasnya.
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Berdasarkan kelemalan terscbut, BPK merekomendnsilenn Bupati l’clca]@ngan agal.

a4. Memerintahkan kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perindagkap untuk menpinstruksikan
PPE/PPKom menagih kelebihan pembayaran kepada rekanan dan menyetorkan ke Kas Daerah
sehesar Rp228,74 juta; [

b Memerintahkan Kepala OPD terkait menginstruksikan pengurus barang melakukan opneme
persediaan dan melaporkan dalam laporan persediaan scrta mengajukan S12S1 sesual
ketentuan;

¢ Memerintahkan Sekretaris Daciah selaky pengelola barang milik daerah secarn rutin
melahukan pengawasan, pembimaan, dan koordinasi penyelenpgaraan pengeloluan burang
milik dacrah dengan OPD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laparan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitn Laporan Hasil Pemeriksasn
atas Laporan Keuangan Nomor 56.A/LHP/XVIITSMG/05/2021 dan Laporan Hasil Pemertksann atas
sistemn Pengendalian Intern dan Kepatulian Teladap Kelentuan Peraturan Perundang-nndangan
Nomot 56.B/LHP/XVIILSMG/05/2021, masing-masing bertanggal 18 Mei 2021,

Sesual Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor [5 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPE
tentang lindak lanjut atas rekomendasi DPIC disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
selelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Alas perhatian dan kerjasamanya, divcapkan terima kasih.
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Tembusan.

Anggota V BPIS;

Auditor Utama KN V BPPK;

Inepektur Litama BTG
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